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‘Mutu Faskes Belum Optlmal

Presiden Batalkan Kenaikan luran JKN Peserta Mandiri Kelas 3

JAKARTA, KOMPAS — Hingga tahun kedua
penerapan Jaminan Kesehatan Nasional, mutu
layanan di fasilitas kesehatan belum optimal,
terutama terkait proses layanan melibatkan dokter
dan pasien. Namun, masalah itu sulit diatasi dengan
cepat karena di luar kendali Badan Penyelenggara

Jaminan Sosial Kesehatan.

Kajian Pusat Kebijakan dan
Manajemen Kesehatan Universi-
tas Gadjah Mada (PKMK UGM)
yang dipaparkan di Jakarta, Ka-
mis (31/3), menunjukkan, rata-
rata nilai indeks kualitas fasilitas
kesehatan (faskes) yang bekerja
sama dengan Badan Penyeleng-
gara Jaminan Sosial Kesehatan
2015 sebesar 73 persen.

Survei itu pada 533 pengelola
fasilitas kesehatan tingkat perta-
ma atau rujukan dan 1.893 pasien
peserta Jaminan Kesehatan Na-
sional (JKN) di 49 kabupaten/
kota di 14 provinsi.

Menurut  peneliti PKMK
UGM, Hanevi Djasri, dari tiga
kelompok penilaian mutu ma-
sukan, proses, dan keluaran la-
yanan, mutu proses layanan pu-
nya nilai terendah, 65 persen.
Nilai tertinggi pada mutu masuk-
an 79 persen dan mutu keluaran
76 persen.

Mutu proses dinilai berdasar-
kan pendapat pasien saat menda-
pat layanan JKN. Dari kelompok
proses itu, responden membe-
rikan nilai terendah bagi faktor
kelengkapan pemeriksaan fisik
oleh dokter, rata-rata 29 persen.

Sesuai standar, pemeriksaan
‘oleh dokter seharusnya meling-
Tupi inspeksi (dilihat), palpasi
(dipegang), perkusi (diketuk),

auskultasi (didengar dengan
toskop). Nyatanya, tak semua
gkah itu dilakukan dokter saat
emeriksa pasien. “Banyaknya
asien membuat waktu pemerik-
saan bagi setiap pasien tak ba-
nyak,” kata Hanevi.
Nﬂa{ tertinggi proses layanan

diperoleh untuk faktor lama
menunggu pendaftaran 86 per-
sen. Adapun lama waktu tunggu
mendapat layanan hanya 78 per-
sen.

Faktor lain yang mendapat ni-
lai rendah dalam proses layanan
adalah ketepatan jam dokter da-
tang 70 persen, kejelasan infor-
masi dokter 72 persen, dan kete-
patan diagnosis 72 persen.

Berdasarkan faskes tempat pe-
serta mendapat layanan, mutu
proses terendah dialami pasien

rawat jalan di fasilitas kesehatan”

rujukan tingkat lanjutan
(FKRTL) 62 persen. Nilai ter-
tinggi diberikan pasien yang di-
layani dokter praktik perorangan
di fasilitas kesehatan tingkat per-
tama (FKTP).

Kepala Grup Penelltlan dan
Pengembangan BPJS Kesehatan
Togar  Siallagan mengatakan,
upaya memperbaiki mutu proses
layanan sulit diselesaikan dalam
waktu singkat dan segera. ”Ba-
nyak solusi ada di luar kendali
BPJS Kesehatan,” katanya.

Hanevi menambahkan, perba-
ikan proses layanan harus
menyeluruh, melibatkan banyak
pihak. Itu harus dilakukan mulai
penataan pendidikan kedokter-
an, peningkatan jumlah dokter
dan pengaturan distribusinya,
penetapan dan  pengawasan
standar pemeriksaan pasien,
hingga peningkatan pengetahuan
pasien soal kesehatan. ”Perlu ke-
rangka kerja peningkatan mutu
layanan ~ kesehatan  nasional
yang jadi rujukan semua pihak,”
ujarnya.
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Tahun buku 2015 (unaudited), BPJS Kesehatan

Kepala Grup Komunikasi dan
Hubungan Antar-Lembaga BPJS
Kesehatan Tkhsan mengatakan,
upaya yang bisa dilakukan BPJS
Kesehatan mengatasi mutu pro-
ses layanan ialah menambah fa-
silitas kesehatan yang kerja sama
dengan BPJS Kesehatan. Itu
membuat peserta JKN punya ba-
nyak pilihan mendapat layanan.

Namun, cara itu hanya bisa
dilakukan jika di daerah ada fas-
kes belum bekerja sama dengan
BPJS Kesehatan. Masalahnya,
mayoritas daerah di Indonesia
punya FKRTL terbatas, tak ja-
rang satu kabupaten hanya punya
satu FKRTL.

”Pemerintah daerah butuh
memetakan ulang kebutuhan
faskes di daerahnya,” kata Togar.
Jika pendanaan pemerintah ter-

batas, investor bisa diundang un-

tuk membangun rumah sakit
swasta. Namun, pembangunan
FKRTL harus disertai “penam-
bahan dokter agar dokter di RS
tak tersedot ke faskes baru.

Kenaikan dibatalkan

Salah satu pemicu buruknya
mutu proses layanan JKN adalah
rendahnya iuran peserta. Pada
2015, BPJS Kesehatan membayar
FKTP dan FKRTL Rp 57 triliun.
Padahal, pendapatan dari iuran
peserta hanya Rp 54 triliun.

Untuk itu, pemerintah akan
menaikkan iuran penerima ban-
tuan juran yang dibayar peme-
rintah dan iuran peserta mandiri
semua kelas mulai 1 April 2016.

" Namun, rencana kenaikan iuran

bagi peserta mandiri kelas 3 dari
Rp 25.500 ke Rp 30.000 ditolak
banyak pihak karena memberat-

5.918.073
Mandiri
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kan warga. Karena itu, Presiden
Joko Widodo, kemarin, memba-
talkan kenaikan iuran bagi pe-
serta mandiri kelas 3.

Menurut Sekretaris Kabinet
Pramono Anung, putusan itu di-
ambil setelah Presiden mende-
ngar masukan dan melihat reaksi
warga. Kenaikan iuran itu adalah
saran Dewan Jaminan Sosial Na-
sional, diproses sejak Februari
2015. Pembatalan itu juga sebagai
wujud proteksi negara bagi ma-
syarakat bawah karena peserta
mandiri JKN kelas 3 umumnya
berkemampuan ekonomi sedikit
di atas garis kemiskinan.

Pemerintah juga menghapus
diskriminasi layanan bagi peserta
kelas 3. Jika dulu peserta kelas 3
tak boleh dirawat di kelas 1, kini
mereka bisa dirawat di kelas 1 jika
diperlukan. (MZW/AH/





